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ABSTRACT 

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan pada Badan Pertanahan Nasional di Wilayah Provinsi DKI 

Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan di wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi pada tahun 2019-

2022. Teknik pengumpulan ini menggunakan data sekunder dan data primer dengan metode kualitatif deskriptif. 

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kinerja keuangan Badan Pertanahan Nasional di Provinsi DKI Jakarta 

selama 2019-2022 secara umum sudah efisien dan efektif. Rasio efektivitas menunjukkan kinerja yang baik di 

BPN Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, meskipun BPN Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara belum 

sepenuhnya efektif. Secara keseluruhan, rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan di lima wilayah 

BPN Provinsi DKI Jakarta sangat efisien. 
 

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Evaluasi Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.  

 

Pendahuluan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peraturan ini, 

pemerintah menekankan perlunya pengaturan anggaran yang tidak hanya memperhatikan 

alokasi dana, tetapi juga menitikberatkan pada pencapaian hasil dan kinerja secara efektif dan 

efisien. Dengan demikian, penggunaan anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat 

memberikan arah yang lebih jelas dalam pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan 

publik di Indonesia. 

Anggaran memegang peranan penting sebagai sarana untuk mencapai target kinerja, 

menjadi pusat perhatian dalam pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. Dalam konsep 

penyusunan anggaran ini, fokus tidak lagi ditempatkan pada pertimbangan sumber daya atau 

input semata, tetapi lebih difokuskan pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. 

Dengan pendekatan ini, diharapkan terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien 

dengan memanfaatkan secara optimal input yang tersedia. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa 

Laporan Realisasi Anggaran memiliki peran penting dalam menyajikan informasi terkait 

pelaksanaan pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan oleh suatu entitas 

pelaporan. Laporan ini kemudian dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun 

sebelumnya. Melalui Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah dan pihak terkait dapat 

melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan entitas tersebut serta menilai sejauh mana 

implementasi anggaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Analisis rasio laporan keuangan dalam konteks evaluasi keuangan telah menjadi 

praktek umum di lembaga organisasi yang memiliki orientasi komersial. Dalam konteks 

pemerintahan, analisis rasio laporan keuangan bermanfaat untuk merinci kinerja pemerintah 

yang bersangkutan, menyediakan landasan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan pendapatan pada periode selanjutnya. Temuan dari analisis ini memberikan 

ukuran yang signifikan dalam menilai efektivitas pelaksanaan penerimaan, serta mengukur 

efisiensi dalam pengeluaran yang dijalankan selama tahun tersebut. 
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Penggunaan analisis rasio keuangan termasuk analisis rasio efektivitas dan rasio 

efisiensi telah menjadi pendekatan yang sangat relevan dan efektif. Analisis rasio efektivitas 

memungkinkan evaluasi terhadap sejauh mana instansi dapat mencapai tujuan dan misi yang 

telah ditetapkan, sementara analisis rasio efisiensi membantu mengukur efektivitas 

pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, 

penerapan analisis rasio keuangan ini menjadi landasan penting dalam memahami kesehatan 

keuangan dan efisiensi operasional suatu instansi pemerintah. 

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran merupakan hal yang krusial dalam 

menjaga keseimbangan keuangan sebuah lembaga pemerintahan. Permasalahan ini tidak hanya 

terjadi di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), tetapi juga 

menjangkau lembaga lain seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB). Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kebijakan Fiskal 

Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) berkaitan dengan kurangnya efisiensi dalam 

pengelolaan belanja yang tercermin dari pola penyerapan anggaran dengan kecenderungan 

memiliki nilai tinggi pada triwulan 3 dan 4, yang berpotensi mengakibatkan ketidaksesuaian 

antara program yang direncanakan dengan realisasi anggaran. Di sisi lain, Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga menghadapi 

tantangan serupa dalam mencapai efisiensi dan efektivitas, terutama dalam target sasaran 

anggaran yang belum sepenuhnya tercapai dan belum memberikan dampak yang diharapkan. 

Berdasarkan PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 

Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, laporan keuangan harus disusun dengan 

efektif dan efisien. Namun, berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Reza selaku staf 

keuangan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta ditemukan isu 

di Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta yaitu masih belum efektif sehingga terjadi 

evaluasi dan review setiap triwulan. 

Menurut Mahmudi (2019), terdapat pengukuran persentase kriteria tabel rasio dari rasio 

efektivitas dan rasio efesiensi. Pengukuran kriteria Rasio efektivitas dengan persentase 100% 

keatas dikatakan sangat efektif, 90%-100% dikatakan efektif, 80%-90% dikatakan cukup 

efektif, 60%-80% dikatakan kurang efektif dan kurang dari 60% dikatakan tidak efektif 

sedangkan pengukuran kriteria tabel rasio efisien dengan persentase 100% keatas dikatan tidak 

efisien, 90%-100% dikatakan kurang efisien, 80%-90% dikatakan cukup efisien, 60%-80% 

dikatakan efisien dan kurang dari 60% dikatakan sangat efisien. 

Penelitian ini mengambil data APBN di wilayah Badan Pertanahan Nasional yaitu 

Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Alasan peneliti 

mengambil penelitian di wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tersebut 

karena untuk mengetahui dan menganalisis seberapa baik dan besarnya dalam pengelolaan dan 

efisien keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga masing – masing wilayah kantor Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan analisis kinerja keuangan. 

Analisis ini sangat penting dikarenakan akan dapat dijadikan sebuah pedoman untuk tahun 

berikutnya dan masa datang agar lembaga dapat melakukan perbaikan secara kedepannya. 

Dengan adanya hal ini akan dapat menunjukkan pencapaian yang ada di dalam lembaga seperti 

efektif dalam keuangan negara dan efisien dalam menggunakan keuangan negara. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai keragaman analisis kinerja 

keuangan di instansi pemerintahan. Menurut Susanti Annis (2021), berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan selama periode anggaran 2017 hingga 2020, berdasarkan rasio efektivitas dan 

efisiensi, mengalami penurunan alokasi anggaran yang diberikan. Menurut Nadia Resti 

Oktaviani dan Vina Citra Mulyandani (2022), berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran belanja langsung di Perwakilan 
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Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat 

menunjukkan variasi hasil, variasi tersebut terlihat dari kriteria yang diperoleh setiap tahunnya. 

Menurut Sheila Desti Rahmi, Jenny Morasa dan Victorina Z. Tirayoh (2023), berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis kinerja LRA selama 3 tahun berdasarkan rasio 

efektivitas tidak diketahui. Kesimpulan analisis kinerja LRA selama 3 tahun berdasarkan rasio 

efektivitas tidak diketahui, rasio efisiensi pada tahun 2018 berada pada kategori sangat 

efisiensi, pada tahun 2019 dan 2020 kurang efisiensi. Lalu berdasarkan analisis horizontal 

pendapatan dan belanja mengalami tren naik dan berdasarkan analisis vertikal pos belanja yang 

paling besar menggunakan anggaran dari total belanja ialah pos belanja pegawai tahun 2018. 

Menurut Paisal Jadid, Lalu Hamdani Husnan, Laila Wardani (2023) berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dilihat dari tingkat ekonomis tahun anggaran 2018 

dikategorikan cukup ekonomis, dilihat dari tingkat efisiensi pada tahun 2018 dikategorikan 

kurang efisien dan dari tingkat efektivitas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 

mengalami kestabilan pada kategori efektif. 

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pada Badan 

Pertanahan Nasional di wilayah Provinsi DKI Jakarta”. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diambil pertanyaan penelitian di 

dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana analisis dan evaluasi kinerja keuangan di wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio 

Efisiensi pada tahun 2019-2022. 2) Bagaimana evaluasi atas kinerja kuangan di setiap wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2022. Tujuan dari penelitian 

ini adalah 1) Untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan di wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi 

pada tahun 2019-2022. 2) Untuk menganalisis dan mengevaluasi atas kinerja keuangan di 

setiap wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2022. 

 

Konsep Yang diteliti 

Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Efektivitas dan 

Rasio Efisiensi 

Menurut Sartika (dalam Atmaja & Himmati, 2023), konsep kinerja keuangan dapat 

dianggap sebagai cerminan dari hasil pencapaian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, 

program, dan kebijakan yang telah dijalankan dengan tujuan mencapai sasaran, tujuan, visi, 

dan misi organisasi. Menurut Alpi & Ramadhan (dalam Salsabilla & Alam, 2023), menjelaskan 

bahwa dalam konteks pemerintahan, evaluasi kinerja keuangan menjadi sarana yang sangat 

penting untuk mengevaluasi pencapaian yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah sebagai 

bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi organisasi. Adapun metode pengukuran kinerja 

keuangan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi menurut para ahli sebagai berikut: a) 

Menurut Mahmudi (2019), efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat keterkaitan antara 

hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap 

pencapaian tujuan, semakin tinggi tingkat efektivitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, 

program, atau kegiatan. Berikut rumus yang digunakan peneliti dalam menghitung rasio 

efektivitas adalah Realisasi Penerimaan/Target Penerimaan. b) Menurut Mahmudi (2019), 

menjelaskan bahwa pengukuran efisiensi perbandingan antara hasil output dan input, atau 

dengan istilah lain, output per unit input. Kesuksesan efisiensi suatu organisasi, program, atau 

kegiatan diukur berdasarkan kemampuannya mencapai hasil output tertentu dengan 

menggunakan input yang seefisien mungkin, atau dengan menggunakan input yang telah 

ditetapkan, dapat menghasilkan output seoptimal mungkin (pengeluaran yang optimal). 
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Berikut rumus yang digunakan peneliti dalam menghitung rasio efisiensi adalah Realisasi 

Belanja/Realisasi Penerimaan. 

Evaluasi kinerja keuangan daerah adalah proses menyeluruh yang dilakukan untuk 

menilai dan menganalisis efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan publik oleh 

pemerintah daerah. Proses ini melibatkan berbagai metode dan alat analisis untuk mengukur 

sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan yang tersedia, 

menjaga keseimbangan anggaran, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mencapai tujuan 

pembangunan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi area 

yang memerlukan perbaikan, memastikan transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan daerah 

 

Metode Penelitian 

Tempat yang diambil peneliti untuk melakukan penelitian ini yang bertempat di Badan 

Pertanahan Nasional di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan waktu pelaksanaan penelitian ini 

dilaksanakan sejak 08 Januari 2024 sampai dengan Juli 2024. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan yang peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder untuk 

menghitung dan menganalisis data dari laporan keuangan realisasi anggaran Badan Pertanahan 

Nasional di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan data primer sebagai pendukung data 

sekunder yaitu dengan mewawancarai pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI 

Jakarta untuk menanyakan hasil perhitungan yang telah dihitung oleh peneliti dengan 

menggunakan rumus rasio yang sesuai dengan kriteria dalam tabel rasio agar hasil analisis 

tersebut dapat akurat, jelas dan tepat. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan metode triangulasi. 

Menurut Sugiyono (2019: 368), menjelaskan bahwa dalam menguji kredibilitas, triangulasi 

mengacu pada pemeriksaan data dari beragam sumber dengan pendekatan yang berbeda-beda 

dan pada waktu yang beragam. Dalam penelitian ini, metode triangulasi data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. 

Teknik analisis data merupakan langkah yang penting dalam merancang penelitian, yang 

melibatkan pengolahan data dan informasi dengan tujuan untuk mengevaluasi kevalidan hasil 

penelitian dan menghasilkan informasi baru yang bernilai. Berikut adalah langkah-langkah 

teknik analisis data yang terdapat dalam penelitian ini: 1) Mengumpulkan data Laporan 

Realisasi Anggaran Badan Pertanahan Nasional di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-

2022. 2) Menghitung data menggunakan rumus rasio efektifitas dan efisiensi. 3) 

Membandingkan hasil perhitungan dengan kriteria tabel rasio. 4) Menganalisis hasil 

perhitungan dan menyiapkan untuk wawancara dengan Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta. 5) 

Melakukan wawancara dengan pihak Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta untuk konfirmasi 

terkait hasil perhitungan yang telah dihitung oleh peneliti. 6) Menganalisis hasil wawancara 

dan mengintegrasikannya ke dalam kesimpulan akhir. 
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Hasil dan Pembahasan 

Hasil Perhitungan dan Pembahasan Kinerja Keuangan BPN di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti (Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta,2024) 

 

Berdasarkan dari hasil pembahasan wilayah BPN Jakarta Timur, BPN Jakarta Barat 

serta BPN Jakarta Utara memiliki nilai rasio efektivitas terendah. Hal ini penyebab utama dari 

ketidakefektifan ini adalah tingginya target penerimaan yang tidak sebanding dengan realisasi 

penerimaan. Hal ini terjadi karena wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara memiliki area yang 

luas dengan jumlah bidang tanah yang banyak, namun realisasi penerimaannya menurun. 

Penurunan penerimaan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam layanan pertanahan. Layanan pertanahan menjadi kurang efektif karena banyak 

masyarakat lebih memilih menggunakan PTKL (Pendaftaran Tanah Kota Lengkap) yang tidak 

berbayar. Program PTKL ini dibiayai dari pendapatan umum yang berasal dari rupiah murni, 

sehingga anggaran untuk layanan rutin menjadi terbatas. Selain itu, tantangan ekonomi yang 

dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya, serta pandemi yang 

melanda pada rentang tahun tersebut, turut berkontribusi terhadap ketidakefektifan kinerja 

keuangan BPN. Pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk 

mengurangi aktivitas luar rumah juga berdampak pada penerimaan PNBP di wilayah-wilayah 

tersebut. Dengan demikian, dari hasil pembahasan ini adalah bahwa kinerja keuangan BPN di 

beberapa wilayah DKI Jakarta selama tahun 2019 hingga 2022 mengalami ketidakefektifan 

yang disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah, serta 

preferensi masyarakat terhadap layanan PTKL yang gratis. 

Namun, sebaliknya dengan wilayah yang kinerja keuangannya secara keseluruhan 

selama empat tahun yang memiliki nilai tertinggi berada di wilayah BPN Jakarta Pusat dan 

Jakarta Selatan. Hal ini dikarenakan di wilayah tersebut berhasil mempertahankan kinerja yang 

efektif selama empat tahun dalam periode 2019-2022 dengan melakukan berbagai inovasi 

layanan pertanahan. Inovasi tersebut mencakup layanan pada hari Sabtu dan Minggu, program 

pengantaran sertifikat ke rumah bagi lansia, dan layanan prioritas tanpa perantara. Tujuan 

Uraian  
Tahun Anggaran  

Rerata 
2019 2020 2021 2022 

BPN Jakarta Timur   

Rasio Efektivitas 88,05% 148,56% 82,78% 55,38% 93,69% 

Rasio Efisiensi  56,10% 32,03% 34,97% 33,91% 39,25% 

BPN Jakarta Pusat   

Rasio Efektivitas 103,11% 125,88% 95,70% 151,67% 119,09% 

Rasio Efisiensi  32,73% 24,16% 32,73% 18,62% 27,06% 

BPN Jakarta Barat   

Rasio Efektivitas 57,75% 93,90% 45,06% 99,71% 74,11% 

Rasio Efisiensi  41,50% 15,83% 35,17% 22,47% 28,74% 

BPN Jakarta Selatan   

Rasio Efektivitas 91,77% 97,16% 90,17% 121,40% 100,13% 

Rasio Efisiensi  24,67% 17,71% 17,42% 21,47% 20,32% 

BPN Jakarta Utara   

Rasio Efektivitas 104,64% 104,97% 54,96% 60,59% 81,29% 

Rasio Efisiensi  18,80% 13,99% 23,58% 21,98% 19,59% 
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inovasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan 

secara optimal, sehingga kinerja efektif dapat terus dipertahankan melalui peningkatan 

aksesibilitas dan kualitas layanan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan di masing-masing wilayah 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019 hingga 2022, 

bahwa kinerja keuangan BPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan sudah 

"Sangat Efisien". Keberhasilan ini tercapai karena BPN berhasil memenuhi setiap rencana 

kinerja yang telah ditetapkan, baik dari segi capaian fisik maupun realisasi anggaran. Untuk 

mempertahankan efisiensi, BPN DKI Jakarta melakukan evaluasi berkala dan memberikan 

penghargaan kepada satuan-satuan kerja yang berprestasi. Selain itu, pengelolaan sumber daya 

yang optimal dan efektif selama periode tersebut mencerminkan rasio efisiensi yang rendah, 

menunjukkan bahwa operasional BPN Provinsi DKI Jakarta dijalankan dengan biaya yang 

lebih rendah dibandingkan standar efisiensi yang ditetapkan. Dengan demikian, BPN di 

wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2022 secara konsisten mencapai kriteria 

"Sangat Efisien". 

 

Hasil Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan BPN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta 

Berdasarkan hasil analisis evaluasi kinerja keuangan Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) di Wilayah DKI Jakarta, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja keuangan akan 

terus dilakukan terhadap Kantor Pertanahan Kota Administrasi se-Provinsi DKI Jakarta untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah baik serta memperbaiki aspek yang 

kurang dengan inovasi baru, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dan mencapai 

target kinerja yang lebih baik serta memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Kinerja 

keuangan BPN Jakarta Selatan dan Jakarta Barat menunjukkan hasil baik dengan pelaporan 

tepat waktu dan realisasi belanja tinggi. Namun, Jakarta Selatan perlu mempercepat pencairan 

anggaran dan laporan pertanggungjawaban, sementara Jakarta Barat perlu mempercepat proses 

laporan persediaan. Kinerja keuangan BPN Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara 

kurang efektif, karena keterbatasan SDM yang kompeten. Kendala lain adalah sosialisai 

mengenai peraturan baru yang masih kurang terhadap pegawai. Disamping itu hal lain yang 

menjadi kendala adanya program kerja yang dilaksanakan secara bersamaan pada triwulan 

ketiga dan keempat yang menyebabkan target triwulan pertama dan kedua tidak tercapai 

maksimal. Meskipun ada kendala di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur sudah memiliki 

indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA) yang baik. Dari hasil wawancara dapat 

disimpulkan beberapa saran yaitu: 1) Program kerja dilaksankan sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sepanjang tahun. 2) Meningkatkan 

pengetahuan serta keterampilan SDM di bidang keuangan. 3) Kegiatan yang menjadi tanggung 

jawab kantor tanah sebaiknya dianggarkan dan dicairkan langsung oleh kantor tanah untuk 

meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. 4) Masih diperlukan perbaikan efisiensi 

operasional, sosialisasi peraturan yang intensif dan kepatuhan terhadap peraturan di BPN DKI 

Jakarta. 

 

Kesimpulan 

Kinerja keuangan Badan Pertanahan Nasional di Provinsi DKI Jakarta selama periode 

empat tahun, yaitu dari 2019 hingga 2022, berdasarkan analisis rasio efektivitas dan rasio 

efisiensi secara umum sudah efisien dan efektif. Penjelasan kesimpulan tersebut adalah sebagai 

berikut: a) Kesimpulan kinerja keuangan BPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilihat dari 

rasio efektivitas (realisasi penerimaan/target penerimaan) menunjukkan bahwa rata-rata selama 

empat tahun (2019-2022) kinerja keuangan di wilayah BPN Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan 

secara keseluruhan sudah baik. Meskipun ada beberapa wilayah pada periode anggaran antara 
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2019-2022 belum efektif (BPN Jakarta Timur, BPN Jakarta Barat dan BPN Jakarta Utara) 

namun, secara umum wilayah tersebut efektif. b) Kesimpulan kinerja keuangan BPN di 

wilayah Provinsi DKI Jakarta dilihat dari rasio efisiensi (realisasi belanja/realisasi penerimaan) 

menunjukkan bahwa rata-rata selama empat tahun (2019-2022) kinerja keuangan di wilayah 

BPN Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dalam 5 wilayah tersebut sudah "Sangat 

Efisien". 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa 

evaluasi kinerja keuangan BPN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: a) 

Terus dilakukan untuk mempertahankan kinerja yang baik dan meningkatkan aspek yang 

kurang dengan inovasi sistem untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mencapai target 

kinerja yang optimal dan layanan yang maksimal kepada masyarakat. b) Masih ada kendala di 

beberapa wilayah terkait SDM. c) Diperlukan program kerja dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan. d) Meningkatkan pengetahuan serta keterampilan SDM di bidang 

keuangan agar kinerja lebih efektif. e) Dibutuhkan perbaikan efisiensi sosialisasi peraturan 

yang intensif dan kepatuhan terhadap peraturan di BPN DKI Jakarta.  

 

Saran 

 Melihat masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan pada penelitian ini, 

diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbaiki kekurangan yang ada di penelitian ini. 

Berikut ini rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu: 1) Diharapkan untuk 

mengembangkan informan wawancara dari bebagai bidang atau unit kerja yang berbeda di 

dalam organisasi. 2) Diharapkan dapat mengkaji metode yang digunakan untuk pengumpulan 

data dan menggunakan strategi manajemen waktu yang efisien dan efektif. 3) Diharapkan 

untuk dapat memperluas cakupan sampel penelitian agar mencakup lebih banyak instansi 

pemerintahan atau wilayah geografis lainnya. 
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